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KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TUJUAN BERNEGARA

SESUAI
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1945

PEMBUKAAN

(Preambule)

...membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial....

ENJABARAN/OPERASIONAL VISI-MISI PEMERINTAHAN KABINET KERIA
KEBUJAKAN DAN AGENDA PRIORITAS TAHUNAN 2015-2016 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

VISI MISI PEMERINTAHAN PRESIDEN RI BPK IR JOKO WIDODO

SMEMBLIAT

FERARMINTAR TIAK, ANSEI DR MG MBIARAITUITAATA RALOLA FERERINTAMAN. = PEMERATAAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAM, TERUTAMA DESA, KAWASAN = MENIALANKAN MEFORMAS BIROERAS SECARA BEREELANIUTAN DENGAN

YAMG SERIS, EFEKTIE, OEMOKRATE DAN TERPTRCAYA, DENGAN CARA TIMUR INDONESIA DAN KAWASAN PERBATASAN DENGAN MEREFORMASE TATA MESTRURTUMISAS) KELEMBAGAAN, PERDAIKAN KUALITAS PELATANMAN PUBLIK,

& MEMBANGUN INDONESIA DARS PINGGIRAN DENGAN MIMPERKUAT DAERAH HUBLNGAN KELANGAN PUSAT DAN DAERAH DENGAN CARA PENGATURAN KEMBALI HOKATKAN KOMPETENS! APARATUR, MEMPLREUAT MONTTORING DAN
DAERAH DAN DESA DALAM KERANGEA NEGARA KESATUAN UNTUK MELINDUNGI SISTEM DISTRIBUS! KEUAMGAN NASIOMAL DENGAN MELIHAT KONODSI DAM SUPEAVISI ATAS KINCRIA PILAYANAN PUDLIK DINGAN PENGUATAN DESA.
WEPENTINGAN NASIONAL INDOMESIA DAN MEMBANTL DAERAH YANG KAPASITAS KEBUTUHAN DAERAM YANG ASIMETRIS EELURAHAN DAN KECAMATAR SERAGA] LILUNG TOMBAK
BERPELEENITAIN BRI DUWOP MERATH DALAM NERBERALAN PRLAYANAN = PEMATAAN DADRAM OTONOM BANL YANG BERORIENTASI PADA KESLIAHTENAAN &  IMPLEMENTAS! UU DESA SECARA SISTEMATIS, KDNSISTEN, DAN DERKELAMIUTAN
BLAINC HAKYAT DENGAN FASILITAS!, SUPERVISI DAN PENDANPINGAN

*  DESENTRALISASI ASIMETRIS SEBAGAI LULING TOMBAK PENGELOLAAN ®  MEMBANGUN TRANSPARANS TATA KELOLA PEMERINTAMAN DENGAN MINDORGNG = MEMBUKA PARTISIPAS! PUBLIK MELALLY CITIZEN CHARTER, DENGAN MENDORONG
PEMERINTAHAN GUNA MENSINERGIKAN TATA KELOLA PENERINTAHAN SEBAGAI PENGALOKASIAN ANGGARAN LEBS IANYAK UNTUK PELAYANAN PUBLIX KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES PENGAMBILAN KEBLAKAN PUBLIK,
SATU KESATUAN SISTEM YANG TIDAK TERSRAGRAENTASI

SEATA MENDOROMNG PENGELDOLAAN BADAN PUBLIK YANG BAIK

DALAM SETIAP PENGAMBILAN KEBUAKAN POLITIK PEMBANGUNAN PEM. PUSAT DAN PEM. DAERAH BERSAMA DPRD HARUS BERLANDASKAN
PADA IMPLEMENTAS! TRI SAKTI DAN VISI-MISI PEMERINTAHAN PRESIDEN RI BPK, IR, JOKO WIDODO & WAPRES BPE. JUSUF KALLA

romum 5 | S '
PRESIDEN/WAPRES Ri BERSAMA PERLU DITINGKATKAN
GUBERNUR/CAFOLDA/KABINDA/BUPATL BUPATI/WALIKOTA KESEIAMTERAAN MASYARAKAT &

WALIKOTA SE-INDONESIA

MEMPERCEPAT PEMERATAAN
AKHIR 7014-2015

WILAYAH PEMBANGUNAN

KEPALA DAERAM & STAFF

: M,
RAPAT KOORDINAS KERIA KECAMATAN
KEMENDAGH!
TAMUN 20142015

CTRI-CHR G OGERAR IS WILAYAM/DAL AN/ PE RIATASAN, YANG PERLU
DIFETAKAN DAN PERCEPAT CHLEN KEMENDAGR! & L

RENCANA B PELAKSAMAAN
FONOK POKDK PROGRAM
DPERASIONAL KEMENDAGH)
TAMUN 2015

KEMENDAGRI

= . *  PANTAL TELLW, SEMENANILING, PEMBANGUNAN TOL LAUT &
KEMENDAGRI MENIAD! “PORCS" | WISATA MARITIM

BALANNYA PEMERINTAHAN, , - 4 » WILAYAN/DAERAN PTRBATASAN DENGAN NIGARA LAIN/
PELAYANAN PUILIK, DEMOKRAS] £ OFTIMAMISAS] PEMBANGLUNAN PROV. KEFULALAN & PROY.

DAN TEGAKRYA INTEGRAS / TERTINGGAL

BANGEA -

= MEMPERCERAT KEDALLATAN PANGAN

= MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DAERAH POTENSIPENGHASIL
PANGAN UITE MEWLILIDKAN EEDALILATAN PANGAN

 MEMPERHATIEAN BAEHAH FOTENSIAL PERTAMBANGAN, KELURAHAN
MINERAL, GAS BLIMI & KEWUTARAN LMD STGMEN
MASTARARAT, L5, AMA,
EvALUIAS PELAKSANAAN APBN & APBN P TAHUN | » MENYELESAIKAN DAERAM SENGRETA LAHAN PERTANEAN DAN RONSTITLN PARROL
SO NCR DATRAH FRCAVINS MIMPERCEPAT PROSES PERIINAN

LA & KENDALA SOUUS! T DEFAN
AR TARGET CAPAIAS PROGIANS - ou
PEMBERDIAYAAN POTENS

— = MENGGIRAKKAN, MENGORGAN

= PELAKLARAAN AFBO/APBO-P TAHUN 2015 KECAMATAN MENTERAP, MEMPERIANGIAN ASPIRASI
®  PERMASALAMAN & KENDALA SOLUSI KE DEPAS H MASTARAKAT SELURLUH ELEMEN
& HASILA TARGET CAPALAN PROGRAM © MEMPERCIPAT NEFORMAS! NIROKRAS:
o PINGADAAN HARANG & JASA HARLS SESUA DENGAN WKL BUPATI/WEL WALIKOTA FMERINTAN

PROSEDUN DAN TRANSPARAN * OFURASORALIAS VESI BEAAR, PROGEAM
- A PUNGAWASAN MASNAGEMEN SABINET KENAR
B . OIRCIAAL PERIINAN uu DAERAH b PENYESARAN BRERRAS PLMLRSSTAHAN

X = MEMBANGUN PERSTPS DAN PARTISIPAS)

A, L
e ’ . EEPENTONGAN PETANI, NELAYAS DAN MASYARARAT i T ot e SRR AR
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Pasal 6 UU 17 Tahun 2003
“Ayat (1)
Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan
keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan

“»Ayat (2) kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):

a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan wakil
pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;

b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;

c.diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala
pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili
pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain
mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan Undang-Undang

PRESIDEN selaku PKPKN

selaku pengelola fiskal dan wakil

pemerintah dalam kepemilikan kekayaan
— MENKEU b gl ncgara yang dipisahkan
dikuasakan
MENTERI/
— KEPALA LPND LEEELE 2 selaku PA/PB
iseraas SUEERLE selaku PKPKD: me_n_gelola k_euangan
daerah dan mewakili pemerintah daerah
BUPATI / WLKT dalam kepemilikan kekayaan daerah yang

dipisahkan

EEk 4 Selaku koordinator

(¥ PPKD selaku BUD
Entitas Pelaporan

Ll 2 Selaku PA/PB

dilimpahkan

Entitas Akuntansi
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ESENSI INVESTASI

«I

Ketersediaan infrastruktur
Kepastian hukum

Potensi yangdimiliki daerah
Kelembagaan pelayanan penanaman
modal

Promosi dan investasi daerah
Komitmen pemerintah/pemda
Infrastruktur

Akses lahan usaha

Tenaga kerja

Keamanan usaha

Kinerja ekonomi daerah

PEMERINTAH /
PEMERINTAH DAERAH

V.1ISVMS
ISVLSIANI
WITI
ONOJOANIN

£ NMVI13d

POTENSI DAERAH
= Sektor primer: (Sumber Daya Alam)
= Sektor sekunder (pengolahan dan
industri)
= Sektor tersier (perdagangan, jasa,
hotel dsb)

I«

Minimnya Infrastruktur
Proses perijinan
Peraturan daerah
Kenaikan tarif BBM/listrik
Pajak / retribusi
Kelangkaan bahan baku
Invisible cost
Kelangkaan modal
Stabilitas dan hankam
Upah minumum regional
Pemasaran

Kapasitas bisnis

Biaya pendukung (mis
pengapalan)

Ketepatan waktu

3/29/2015



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

POLA HUBUNGAN KEUANGAN
PUSAT DAN DAERAH

Dana Otsus

Keistimewaan DIY

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Mendanai Kegiatan

POLA HUBUNGAN KEUANGAN PU

Desentralisasi

POKJA Bel. Pusat
(Menkeu, Bappenas, K/L, Banggar)

!

POKJA Bel. Transf. Daerah
(MDN, Menkeu, Bappenas & Banggar)

(UU 32/2004 dan UU 33/2004)
UU 23/2014

Mendanai Kegiatan
Dekon/TP dan
Instansi Vertikal

Belanja Untuk J

Dana-Penyesuaian Daerah

1. Belanja Pusat di Pusat

[ DanaTransfer Lainnya 2. Belanja Pusat Di Daerah lusan
PEMERINTAH DAERAH
LCL » PELIMPAHAN URUSAN DAN WEWENANG
+ Tunj. Profesi Guru PNSD 1 Melalui K/L l

+ Tamb. Penghasilan Guru PNSD
+ Bantuan Op. Sekolah ‘

Desentralisasi ‘

Dekon / TP EGERYERITE]

- DID
+ Dana Proyek Pemda & Desen T 1
« Dana Darurat
Bel Langsung Bel Tdk Igsng
« B. Pegawai * B. Pegawai
« B. Barang &jasa - B.Bunga
« B. Modal « B. Subsidi Pembiayaan Lainnya
« B. Hibah -
. B.Bansos Pinjaman (termasuk
. B. Bagi Hasil Obligasi Daerah)
* B.Bankeu Penggunaan SILPA
< BTT

; surplus / Pembiayaan
Belanja Daerah ‘ DefigirtpDL;Serah - Daerah
11 () APBD B t 4 10
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Belanja Pusat di Pusat;

693.86; 37.66%

Subsidi; 328.90; 17.85%

Belanja Pusat di Daerah;
216.49; 11.75%

ransfer ke Daerah; 592.40;

Dana ke Daerah = 1.148,64 (62,34%)

Melalui APP (Subsidi)

* BBM 210,7(11.43%)
o Listrik 71,4(3.87%)
¢ Pangan 18,8(1.02%)
¢ Pupuk 21(1.14%)
* Benih 1,6(0.08%)
« PSO 2,2(0.11%)

* Kredit 3,2(0.17%)
Program

Total 328,9(17.85%)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BELANJA NEGARA 2015

Subsidi

Belanja Kementerian
Negara/Lembaga

152,0 T

Pembayaran
Bunga Utang

Belanja Negara

re 2.039,5 T EZ

N\.178,4 T

Belanja Lainnya

Transfer ke Daerah

Sumber Data : Kemenkeu RI

12
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poeama - APBN 2015 Transfer

Transfer ke ke
Pusat, daerah dan daerah,
1,392,442 At 637,975

68% 847,041,

Daper;
516,401.04 ;
81%

352,887.85 68.34%

Bsus;
DAK 35,820.68 6.94% 16.615 51
mems e e ' .
104,411 06 .
Dana DIY;
16% 547.45; 0%
— e owusPapua  asees 27
BOS 31,298.30 29.98%
Otsus Papua Barat 2,117.33 12.74%
pio a0 SRS Otsus Aceh 7,057.76 42.48%
Dana Proyek Pemerintah Tambahan Inf. Papua 2,000.00 12.04%
Daerah dan Desentralisasi 99.58 0.10%
Tambahan Inf. Papua Barat 500.00 3.01%
(P2D2)
Sumber Data : Kemenkeu RI 16

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ALOKASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESAT.A. 2014 DAN T.A. 2015

1.2. Dana Otonomi Khusus

1.3. Dana Keistimewaan D.l. Yogyakarta 0,523 0,547 0,024
1.4. Dana Transfer Lainnya 87.948 104,411

16.

8
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POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

15

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TUJUAN DAN DISAIN UTAMA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Mempertajam esensi sistem penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

2. Memperjelas distribusi kewenangan (distribution of authority) dan memperjelas derajat
pertanggungjawaban (c/arity of responsibility) pada level penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Money
Follows
Fuction
Masyarakat

|} e

F o
4 v é 1. Kesejahteraan
‘ ’ | KELOLA - Belanja <} Rakyat
. l « Pembiayaan = 2. Demokratisasi
UU 23/2014 Pefg‘gé?;iha“ RKPD & Y 2 3. Otonomi
’ / IMPLEMEN ; 4. Efisiensi & Efektivitas
‘ ; =l ) Sumber daya
& - P e 5. Pemberdayaan
S A masyarakat
Urusan
* Wajib
I Pilig'nan Perhatikan kaidah aturan
hukum)/ang lain
UU/PP/Perpres, dll

16
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ESENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

UU 23/2014

PP 58/2005

PP 41/2007
PMDN 13/2006
PMDN 59/2007
PMDN 32/2011
PMDN 39/2012

» S, PMDN 21/2011
T PMDN 6412013

¥ Tujuan OTDA, al:
AR « Efisiensi dan efektivitas

sumber daya daerah
* Pelibatan masyarakat dim

1. Memungut Pajak & Retribusi
2. Memperoleh Dana Perimbangan
3. Melakukan Pinjaman |:

! * Pendapatan
RKPD . Belanja KELOLA

» Pembiayaan

: \é\gﬁ{:gn 1. Sinkronisasi program pusat & daerah g::?/:;unan kebijakan
2. Mengelola anggaran secara efisien dan efektif .
3. Menyampaikan Laporan Keuangan yang akuntabel * Peningkatan pelayanan
umum dan kesejahteraan
masyarakat

Pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasos
dan fasum, jaminan sosial................

17
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STRATEGI PENINGKATAN
PENDAPATAN/PENERIMAAN DAERAH

18
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SUMBER PENDAPATAN DAERAH

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain PAD yang sah.
1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
3) jasa giro;
4) pendapatan bunga;
5) tuntutan ganti rugi;
6) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
7) komisi, potongan, Ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
2. DANA PERIMBANGAN 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
% (DRI )RR z- g;t:\aahbarurat dan
D Dan.a Ba@!' Hasil Pa]ak c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya
2) Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam; 1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
b. Dana Alokasi Umum; dan 2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten
c. Dana Alokasi Khusus. d. Da?l)a gﬁ:o?n?glzhHua;:IsZ?r? Ié)gﬁg‘ll'?g;asfer Lainnya
1) Dana Otonomi Khusus
2) Dana Transfer Lalnnya
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya

1) Bantuan Keuangan dari Provinsi
2) Bantuan Keuangan dari Kabupaten
3) Bantuan Keuangan dari Kota

19

Upaya Peningkatan Pendapatan/Penerimaan Daera

¢ Meningkatan Pendapatan/Penerimaan Daerah melalui PAD
* Mengurangi ketergantungan drh terhadap dana transfer pusat ke drh dim bntuk Dana Perimbangan

Pemda

Target Kedepan bagi * Pajak Provinsi (5 jenis):
PKB; BBNKB; PBBKB; Pajak Air Permukaan; Pajak Rokok.

APBD Sbg Penggerak
Pertumbuhan Ekonomi Drh
(multiplier effect)

Pengembangan Perekonomian
Daerah & UMKM (Spill Over,
Trickle down effect)

Daerah Memiliki daya tahan
memadai

Efektifitas, Efisiensi dan Ekonomis

Daya Saing

Good Governance

Manajemen Risiko

Pajak Kab/Kota (11 jenis):

Retriibusi Jasa Umum (15 jenis)
al: yan kes, yan sampah;

yan pasar

Retribusi Jasa Usaha

(12 jenis) al: ret. terminal;

ret. pasar/grosir dsb

Retribusi Perizinan

Ttt( 6 jenis) al: IMB

Dalam bentuk:

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, PP),
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air
Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB-P2, PBHTB

Optimalisasi/
intensifikasi
pajak drh
dan retribusi
drh

* Perumda (UU 23/2014)

* Perseroda (UU 23/2014)

« PT (UU 40/2007)

Jenis Usaha

Profit:

Bank (BPD, BPR Pemda)

Non Bank (UMKM, BKK)

Dana Bergulir

Aneka Usaha (Tambang, Perkebunan, Migas,

o e o o

Optimalisasi
kekayaan
drh yg
dipisahkan
milui
penyertaan

dsb)

Non Profit
PDAM (public service)

Perluasan akses

pembiayaan melalui:

. Pinjaman drh

. Obligasi drh (municipal bond)

modal/invest
kpd BUMD
Pemanfaatan:
Optimalisasi + Sewa
pndptn drh Pinjam Pakai

mllui

pinjaman,
pnrbtn
obligasi

Kerjasama pemanfaatan

Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah
Guna (BSG)

Kerjasama penyediaan infrastrukeur

20
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FASILITASI KEMENDAGRI UNTUK PENINGKATAN F
PENDAPATAN/PENERIMAAN DAERAH

X
Wt

1. PERIZINAN \

v' PTSP: Permendagri No. 24/2006 = Ditjen. Bina Bangda
v' PATEN : Permendagri No. 4/2010 = Ditjen. PUM

WAJIB
2. PEMBERIAN INSENTIF & L d roac 1
PEMBERIAN KEMUDAHAN "
LANGSUNG PENANAMAN MODAL DI DAERAH 2 g'{!e” iANdGDA
(PP No. 45/ 2008) itjen Keuda

PAD

v Retribusi daerah
v' Pajak daerah

3. USAHA EKONOMI MASYARAKAT | - Ditjen PMD ‘
v Lembaga Keuangan Mikro (BKK, UMKM) Ditjen Keuda
v BUMDes /
KEMENDAGRI EKONOMI
1. TERTIB ADMINISTRAS| KEPENDUDUKAN > Ditjen\ DAERAH
Dukcapil MENINGKAT

v Kepastian Target Objek Pajak berbasis NIK (e-KTP)

2. POL PP : PENEGAKAN PERDA - Ditjen PUM

¥ Kondusifitas Ber-investasi

3. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK -> Ditjen OTDA
(GOOD GOVERNANCE) v' Menarik Investor
v 7 jart Pel A v' Membuka Lapangan
F Pelay Kerja

4. KEAMANAN NASIONAL - Ditjen Kesbangpol
v" Perlindungan Plasma Nutfah utk Penelitian

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
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